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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NOVIAN SUPRIATNO
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK . 740946
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.893.169.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/307 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.493.169.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 42.000.000
1. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET ABS 150 Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 42.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 345.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.688.927.920

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.658.296.977

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.250.665.433

Sub Total Rp. 10.878.059.330

lll. HUTANG Rp. 4.970.510.793

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.907.548.537
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RIZA PAHLEVI
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK . 865134
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2024, LAINNYA Rp. 960.000.000

2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 29.000.000

3.650.000.000

1.054.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.079.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 493.818.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 747.498.653

F. HARTA LAINNYA Rp. . |

Sub Total Rp. 7.024.316.653

. HUTANG Rp. 1.729.235.709

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.295.080.944
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : LUTHFI ISKANDAR
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK . 743914
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.200.000.000

1. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
600.000.000
2. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 1.600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.264.000.000
1. MOTOR, HARLEY DAVIDSON FLHR 2005 Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 284.000.000

2. MOBIL, MERCY GLB200 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

980.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s
D. SURAT BERHARGA Rp. 575.294.343
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 144.160.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 4.183.454.343
. HUTANG Rp. 630.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.553.454.343
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA © PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : CONSUMER BUSINESS DIRECTORATE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANDREAS CHANDRA SANTOSO
2. Jabatan : DEPARTMENT HEAD
3. NHK : 778149
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.500.000.000

1. Tanah Seluas 985 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL
SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. 875.841.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 306.830.861

F. HARTA LAINNYA Rp. -—as

Sub Total Rp. 4.832.671.861

. HUTANG Rp. 1.876.778.632

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.955.893.229
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HENDRA WINATA
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK : 899434
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

2. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 325.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER MINIBUS - 001 Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

2. MOBIL, PICANTO SE 1.2 MT MICRO/MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 79.000.000

3. MOTOR, HONDA NC11B3C AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

1.225.800.000

325.000.000

6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.057.603.528
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.608.403.528
. HUTANG Rp. 800.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.808.403.528
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUYITNO
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK . 472840
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/250 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

Rp.

Rp.

16.950.000.000

32.000.000
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3. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 405.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 3.629.041.812

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 704.671.227

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.448.184.089

Sub Total Rp. 23.168.897.128

. HUTANG Rp. 4.346.188.082

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 18.822.709.046
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOH SURATIN
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK : 626468
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.650.000.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/156 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

5. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 850.000.000

6. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 550.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 700.000.000

1. MOBIL, HONDA WRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

2. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
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D. SURAT BERHARGA Rp. 8.002.598.380

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.508.690.487

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 19.861.288.867

. HUTANG Rp. 336.086.314

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 19.525.202.553
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BERNADI KURNIAWAN
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK . 817729
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/46 m2 di KAB / KOTA
SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/110 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/180 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

4. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/39 m2 di KAB / KOTA
SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

6. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 748.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

2. MOTOR, HONDA CB 650 R Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
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4. MOBIL, TOYOTA ALTIS SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.800.000
D. SURAT BERHARGA Rp. =
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.443.564.550
F. HARTA LAINNYA Rp. 625.019.144
Sub Total Rp. 6.879.383.694
. HUTANG Rp. 758.443.624
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.120.940.070
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KUSDINAR WIRAPUTRA
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK 799869
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.890.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/30 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/15 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA CIAMIS,
HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/6 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.059.000.000

1. MOTOR, VARIO MANUAL STANDAR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
270.000.000

3. MOBIL, TOYOTA HARDTOP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000

4. MOBIL, TOYOTA VXR100 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.

550.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 138.710.906
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 6.087.710.906

I1l. HUTANG Rp. 1.254.633.225

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.833.077.681
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIE WIBOWO
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK : 729331
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, PEUGEOT 505 Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

2. MOTOR, HONDA C100 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

3.  MOTOR, VESPA SPRINT S150 TFT Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000

4. MOBIL, TOYOTA ZENIX Q MODELISTA Tahun 2025, HASIL
SENDIRI Rp. 550.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.

7.915.000.000

606.000.000

594.624.800

871.578.879
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F. HARTA LAINNYA Rp. 1.623.950.518

Sub Total Rp. 11.611.154.197

I1l. HUTANG Rp. 1.822.653.637

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 9.788.500.560
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : REGIONAL OFFICE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HERY NOERCAHYA
2. Jabatan : REGIONAL CEO
3. NHK . 860053
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 405.000.000
1. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

2. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

380.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 118.180.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 2.800.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.669.875.805
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 7.895.855.805
lll. HUTANG Rp. 2.631.988.997
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.263.866.808
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



